BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.363, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Barang. Kena
Cukai. Dirampas. Penyelesaian.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/PMK.04/2010
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-
BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA

ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat
(3) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cuka sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian
Barang Kena Cukal dan Barang-Barang Lain yang Dirampas
untuk Negara atau Y ang Dikuasal Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebaga manatelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4755);
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA

CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN
BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK
NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Cuka adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007.

Barang-Barang Lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan
barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk
mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk
membuat barang kena cukai.

Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat
lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor
pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan
Cuka untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang
yang dikuasai negara, dan barang-barang yang menjadi milik negara
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
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5. Pelanggar Tidak Dikenal adalah orang yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan cukai, baik ketentuan administras maupun ketentuan
pidana, yang tidak diketahui.

6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cuka yang selanjutnya disebut Kantor
adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukal atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukal di lingkungan Direktorat Jenderal Beadan Cukai.

7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
BAB Il
BARANG YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA
Pasal 2

(1) Barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang tersangkut tindak pidana
di bidang cuka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Barang kena cukal dan Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada di bawah pengawasan Menteri selaku pengelola kekayaan
negara.

Pasal 3

(1) Kepala Kantor tempat terjadinya tindak pidana di bidang cukai menerima
penyerahan barang kena cuka dan Barang-Barang Lain yang dinyatakan
dirampas untuk negara dari jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan.

(2) Atas penyerahan barang kena cukal dan Barang-Barang Lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara penyerahan.

Pasal 4

(1) Atas penyerahan barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang
dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. kepala Kantor mengadministrasikan barang kena cukai dan Barang-
Barang Lain yang dirampas untuk negara dengan baik dan benar; dan

b. kepala Kantor menimbun barang yang dirampas untuk negara di Tempat
Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain yang berfungs
sebagal Tempat Penimbunan Pabean yang ditetapkan oleh kepala
Kantor atas nama Menteri.

(2) Penyelesaan atas barang kena cuka dan Barang-Barang Lain yang
dirampas untuk negara, ditetapkan sebagai berikut:
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a. terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a huruf b, dan huruf ¢ Undang-Undang Cuka harus
dimusnahkan oleh pgabat bea dan cuka atau oleh pihak lain di bawah
pengawasan pejabat bea dan cukai;

b. terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf d Undang-Undang Cukai dan Barang-Barang Lain, penetapan
peruntukan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri.

(3) Atas pemusnahan barang kena cuka dan/atau Barang-Barang Lain

sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara pemusnahan.
BAB IlI

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG BERASAL DARI
PELANGGAR TIDAK DIKENAL

Pasal 5

(1) Barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari Pelanggar

(2)

(1)

(2)

Tidak Dikenal dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang
berfungs sebagal Tempat Penimbunan Pabean yang ditetapkan oleh kepala
Kantor atas nama Menteri.

Pasal 6

Terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari
Pelanggar Tidak Dikenal, setelah 14 (empat belas) hari sgak dikuasal
negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dinyatakan menjadi milik
negara.

Penyelesaian lebih lanjut dari barang kena cukai dan Barang-Barang Lain

yang dinyatakan menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan sebagal berikut:

a. terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a huruf b, dan huruf ¢ Undang-Undang Cuka harus
dimusnahkan oleh pgabat bea dan cuka atau oleh pihak lain di bawah
pengawasan pejabat bea dan cukai;

b. terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf d Undang-Undang Cukai dan Barang-Barang Lain, penetapan
peruntukan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan
usulan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
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